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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris : 1) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah 

daerah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. (2) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah 

daerah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. (3) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah 

dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah. (4)  Perbedaan kinerja keuangan pemerintah 

daerah dalam aspek efisiensi anggaran sesudah pemekaran daerah. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan Purposive Sampling pada daerah yang melakukan 

pemekaran di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan situs www.dpjk.depkeu.go.id. Teknik pengolahan 

data yang digunakan adalah uji t (independent sample t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. 2). 

Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. 3). 

Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran 

daerah. 4). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran 

sesudah pemekaran daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar pemerintah  daerah melakukan 

evaluasi kinerja pemerintahan setiap tahunnya, dan melakukan penyusunan strategi agar kinerja pemerintahan 

untuk kedepannya lebih bagus. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat melakukan perluasan tempat 

dan waktu penelitian, serta  menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

 

Kata kunci : desentralisasi fiskal, upaya fiskal, kemandirian pembiayaan,dan efisiensi anggaran 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to get the empiric evidences : 1) the difference government financial performance in 

fiscal decentralization after region expansion. 2) the difference government financial performance in fiscal effort 

after region expansion. 3) the difference government financial performance in financing autonomy after region 

expansion . 4) the difference government financial performance in budget efficiency after region expansion. This 

research is quantitative descriptive. The population of this research is regency/city governments in West 

Sumatera. The sampling use Purposive sampling in all regions that did expansion in West Sumatera. The data 

used in this research is secondary data from BPS West Sumatera and from www.dpjk.depkeu.go.id. The data 

processing use (independent sample t test). The result shows that : 1) there is not a difference government 

financial performance in fiscal decentralization after region expansion. 2) there is a difference government 

financial performance in fiscal effort after region expansion, 3) there is a difference government financial 

performance in financing autonomy after region expansion, 4) there is not a difference government financial 

performance in budget efficiency after region expansion. Based on the above results, it is suggested that the 

local government to evaluate the performance of the government each year, and undertake the preparation of a 

strategy for the performance of the government for a better future. For the next researcher, suggest to do the 

expansion in place and research time, and also use the other ratio as the analysis tool for government financial 

performance. 

 

Keywords: fiscal decentralization,  fiscal measures,  financial independence, and efficiency of budget 
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1.PENDAHULUAN  

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan 

(2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Peme-

rintahan Daerah, daerah yang tidak mampu 

menyelenggarakan otonomi daerah dapat 

dihapus dan digabung dengan daerah lain, 

dan Daerah Otonom dapat dimekarkan 

menjadi lebih dari satu daerah jika dipan-

dang sesuai dengan perkembangan daerah. 
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas daerah ter-

tentu serta berwenang mengatur dan meng-

urus kepentingan masyarakat setempat me-

nurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan 

(Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No.32 Tahun 20-

04). 

Penyelengggaraan fungsi pemerin-

tahan yang lebih luas oleh pemerintah dae-

rah tersebut perlu didukung oleh sumber 

pembiayaan yang memadai. Disadari bah-

wa sumber-sumber penerimaan antar satu 

daerah dengan daerah lainnya sangat be-

ragam. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 

2004 menyebutkan bahwa yang menjadi 

sumber-sumber pembiayaan untuk pemba-

ngunan daerah antara lain berasal dari Da-

na Perimbangan yang terdiri dari Dana Ba-

gi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping 

Dana Perimbangan yag berasal dari peme-

rintah pusat, daerah juga dapat menbiayai 

pelaksanaan pembangunan daerahnya me-

lalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) be-

rupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BU-

MD dan lain Pendapatan Asli Daerah yang 

sah. 

Rencana Pembangunan Jangka Me-

nengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 m-

enempatkan revitalisasi proses desentra-

lisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu 

prioritas dalam pembangunan nasional. 

Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh 

lebih mendapat perhatian dibandingkan pe-

nghapusan ataupun penggabungan daerah 

karena pemekaran bertujuan untuk men-

sejahterakan masyarakat yang ada di wila-

yahnya. Pemekaran daerah dalam tatanan 

filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129-

/2000). Pemekaran akan mempersingkat r-

entang kendali antara pemerintah dan mas-

yarakat, khususnya pada wilayah-wilayah 

yang belum terjangkau oleh fasilitas peme-

rintahan. Pemekaran daerah juga diaspira-

sikan untuk memperbaiki pemerataan pem-

bangunan. Berdasarkan pengalaman di ma-

sa lalu, daerah-daerah yang terbangun han-

ya daerah yang berdekatan dengan ibu kota 

pemerintahan daerah. Pemekaran memu-

ngkinkan sumber daya mengalir ke daerah 

yang masih belum berkembang. 

Kemampuan pemerintah daerah da-

lam mengelola keuangannya dituangkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang menggambarkan ke-

mampuan pemerintah daerah dalam mem-

biayai kegiatan pelaksanaan tugas pem-

bangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te-

ntang Keuangan Negara Pasal 31 yang me-

ngatur bahwa Kepala Daerah harus mem-

berikan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD kepada DPRD berupa Laporan Ke-

uangan. Laporan Keuangan tersebut se-

tidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Ca-

tatan Atas Laporan Keuangan yang dilam-

piri dengan laporan keuangan perusahaan 

daerah (Nordiawan, 2010).  

Penggunaan analisis rasio laporan k-

euangan sebagai alat analisis keuangan se-

cara luas telah banyak digunakan dan dite-

rapkan pada lembaga perusahaan yang ber-

sifat komersial, sedangkan pada lembaga 

publik, khususnya pemerintah daerah ma-

sih sangat terbatas. Padahal dari analisis ra-

sio laporan keuangan pemerintah daerah d-

apat diketahui bagaimana kinerja peme-

rintah daerah yang bersangkutan dan juga 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih 

meningkatkan pendapatan daerah. Untuk 

dapat mengukur kinerja pemerintah, perlu 

diketahui indikator-indikator kinerja seba-

gai dasar penilaian kinerja, adanya indi-

kator kinerja akan membantu pemerintahan  

dalam proses pengambilan keputusan ang-
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garan dan dalam mengawasi kinerja ang-

garan pemerintah. 

Desentralisasi fiskal, merupakan pe-

mberian kewenangan kepada daerah untuk 

mengali sumber-sumber pendapatan, hak 

untuk menerima transfer dari pemerintah 

yang lebih tinggi, dan menentukan belanja 

rutin dan investasi (Halim, 2007).   Mem-

bahas mengenai desentralisasi tidak lepas 

dari masalah sentralisasi dalam penyele-

nggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan publik. Sentralisasi dan desen-

tralisasi di dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelaya-

nan publik, pada dasarnya berkenaan de-

ngan “delegation of authority” yang dapat 

diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan 

memiliki wewenang dan tanggung jawab 

di dalam proses pengambilan keputusan 

(Widodo, 2001). Upaya Fiskal yaitu uku-

ran yang menunjukkan tingkat kemampuan 

daerah dalam mencapai target pendapatan 

asli daerah. Rasio kemandirian keuangan 

daerah menunjukkan kemampuan peme-

rintah daerah dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai 

sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari sumber lain, misalnya bantuan peme-

rintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio 

kemandirian bertujuan untuk mengga-

mbarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana eksternal dan menggambar-

kan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah (Halim, 2007). Efisi-

ensi anggaran yaitu ukuran yang menun-

jukkan tingkat efisensi dari setiap penggu-

naan uang daerah dalam membangun dae-

rahnya (Halim, 2007). 

Pemekaran daerah menurut  UU no 

32 tahun 2004 adalah pembentukan daerah 

dapat berupa penggabungan beberapa 

daerah atau bagian daerah yang ber-

sandingan atau pemekaran dari satu daerah 

menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran 

daerah dilandasi oleh Undang-undang 

nomor 22 tahun 1999 tentang Peme-

rintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah 

dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu 

daerah, setelah adanya UU no.22 tahun 

1999 kemudian diganti dengan Undang-

undang nomor 32 tahun 2004 ten-tang 

Pemerintahan daerah. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah kemampuan suatu daerah untuk me-

nggali dan mengelola sumber-sumber ke-

uangan asli daerah dalam memenuhi ke-

butuhannya guna mendukung berjalannya 

sistem pemerintahan, pelayanan kepada 

masyarakat dan pembangunan daerahnya 

dengan tidak tergantung sepenuhnya ke-

pada pemerintah pusat dan mempunyai 

keleluasaan di dalam menggunakan dana-

dana untuk kepentingan masyarakat daerah 

dalam batas-batas yang ditentukan pera-

turan perundang-undangan (Syamsi, 1986 

dalam Susantih (2009). 

Secara faktual di Indonesia pada saat 

ini banyak terjadi kasus penyimpangan ki-

nerja keuangan yang menyebabkan ter-

jadinya kerugian dalam keuangan daerah 

seperti yang disimpulkan BPK bahwa pe-

netapan penyaluran dan penerimaan dana 

perimbangan belum sepenuhnya transpa-

ran, belum akuntabel, belum memiliki sis-

tem pengendalian intern yang memadai, 

dan belum sepenuhnya sesuai  dengan pe-

raturan perundang-undangan, serta belum 

adanya harmonisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah (APBN dan 

APBD) untuk memperjelas sasaran pem-

bangunan nasional dan daerah.(Harian 

Umum PELITA, 4 Oktober 2008).  

Penelitian yang pernah dilakukan 

Mustika (2009) yang melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Tingkat Keman-

dirian dan Efektivitas Keuangan Peme-

rintah Kabupaten Padang Pariaman Sebe-

lum dan Sesudah Pemekaran Daerah” ta-

hun 2000-2003 dan 2004-2007. Hasil pe-

nelitian menunjukkan bahwa tingkat ke-

mandirian Kabuptaen Padang Pariaman 

pada masa sebelum pemekaran daerah le-

bih kecil jika dibandingkan dengan masa 

sesudah pemekaran daerah, sebelum pe-

mekaran rata-rata tingkat kemandirian ada-

lah 3,31%, sedangkan rata-rata tingkat ke-
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mandirian sesudah pemekaran adalah 

3,47%. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat per-

bedaan kinerja keuangan peme-rintahan 

daerah dalam aspek desentralisasi fis-

kal sesudah pemekaran daerah. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat per-

bedaan kinerja keuangan pemerintahan 

daerah dalam aspek upaya fiskal sesu-

dah pemekaran daerah. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat per-

bedaan kinerja keuangan pemerintahan 

daerah dalam aspek kemampuan pem-

biayaan sesudah pemekaran daerah. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat per-

bedaan kinerja keuangan pemerintahan 

daerah dalam aspek kinerja pengeluaran 

(efisiensi penggunaan anggaran) sesu-

dah pemekaran daerah. 

 

 

2. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA 

KONSEPTUAL 

 

2.1 Pemekaran Daerah 

Pemekaran daerah adalah pemecahan 

provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua 

daerah atau lebih (PP Nomor 78 Tahun 

2007). Pemekaran daerah berarti pengem-

bangan dari satu daerah otonom menjadi 

dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran 

daerah dilandasi oleh Undang-undang no-

mor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan da-

erah dapat dimekarkan menjadi lebih dari 

satu daerah, namun setelah UU no.22 ta-

hun 1999 diganti dengan Undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinta-

han daerah, maka materi pemekaran wi-

layah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan 

ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah 

Pemekaran Daerah. 

Tujuan pemekaran sebagaimana ter-

tuang dalam berbagai peraturan perunda-

ngan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui:  

a. Memperkuat hubungan antara peme-

rintah daerah dan masyarakat lokal da-

lam rangka pertumbuhan kehidupan de-

mokrasi 

b.  Meningkatkan pelayanan dan memper-

cepat pembangunan.  

c. Pemekaran wilayah diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian daerah. Peni-

ngkatan pelayanan kepada masyarakat  

d. Percepatan pertumbuhan kehidupan de-

mokrasi  

e. Percepatan pelaksanaan pembangunan 

perekonomian daerah  

f. Percepatan pengelolaan potensi daerah  

g. Peningkatan keamanan dan keter-tiban  

h. Peningkatan hubungan yang serasi 

antara pusat dan daerah. 

Dalam Undang-undang Nomor 25 

tahun 1999 disebutkan tentang sumber pe-

ndapatan daerah otonom yaitu : 

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

terdiri dari: 

(a) Pajak daerah, 

(b) Retribusi daerah,  

(c) Hasil pengelolaan kekayaan dae-rah 

yang dipisahkan, dan 

(d)  Lain-lain pendapatan asli yang sah. 

2). Pendapatan yang berasal dari peme-

rintahan pusat  

(a) Sumbangan dari pemerintah 

(b) Sumbangan-sumbangan lain yang   

diatur dengan peraturan perun-dang-

undangan 

(c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

2.2 Keuangan Daerah 

Menurut Mamesah (1995) dalam 

Halim (2007) keuangan daerah dapat diar-

tikan sebagai “semua hak dan kewajiban 

yang dapat dinilai dengan uang, juga se-

gala sesuatu, baik berupa uang maupun ba-

rang, yang dapat dijadikan kekayaan dae-

rah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh 

negara atau daerah yang lebih tinggi serta 

pihak lain sesuai ketentuan/peraturan pe-

rundangan yang berlaku”.  

Menurut Yani (2009) ruang lingkup 

keuangan daerah meliputi : 
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a. Hak daerah untuk memungut pajak dae-

rah dan retribusi daerah serta melaku-

kan pinjaman. 

b. Kewajiban daerah untuk menyelengga-

rakan urusan pemerintahan dan mem-

bayar tagihan pihak ketiga. 

c. Penerimaan daerah. 

d. Pengeluaran daerah. 

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak-hak 

lain yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk kekayaan yang dipisahkan 

pada perusahaan daerah. 

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh 

pemerintah daerah dalam rangka penye-

lenggaraan tugas pemerintahan daerah 

dan/atau kepentingan umum. 

 

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah  

Menurut Bastian (2006) kinerja 

adalah gambaran pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijaksanaan da-

lam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan 

visi organisasi. Secara umum, kinerja me-

rupakan prestasi yang dicapai oleh or-

ganisasi dalam periode tertentu. Dalam m-

engukur keberhasilan/kegagalan suatu or-

ganisasi, seluruh aktivitas organisasi ter-

sebut harus dapat dicatat dan diukur. Pe-

ngukuran ini tidak hanya dilakukan pada 

input (masukan) program, tetapi juga pada 

keluaran manfaat dari program tersebut. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah kemampuan suatu daerah un-

tukmenggali dan mengelola sumber-sum-

ber keuangan asli daerah dalam meme-hi 

kebutuhannya guna mendukung berja-

lannya sistem pemerintahan, pelayanan ke-

pada masyarakat dan pembangunan dae-

rahnya. 

Tujuan penilaian kinerja di sektor 

publik (Mahmudi (2007) dalam Halim, 

2007): 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 

organisasi 

b. Menyediakan sarana pembelajaran 

pegawai 

c. Memperbaiki kinerja periode-periode 

berikutnya 

d. Memberikan pertimbangan yang 

sistematik dalam pembuatan Keputusan 

e. Memotivasi Pegawai. 

f. Menciptakan Akuntabilitas Publik. 

2.4.Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Analisis keuangan menurut Halim 

(2002) merupakan sebuah usaha mengi-

dentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan 

laporan keuangan yang tersedia. Seda-

ngkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah menegaskan bahwa keu-

angan daerah dikelola secara tertib, taat pa-

da peraturan Perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertang-

gungjawab dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Pemerintah daerah sebagai pihak 

yang diberikan tugas menjalankan peme-

rintahan, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat wajib melaporkan pertang-

gungjawaban keuangan daerah sebagai 

dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah 

satu alat untuk menganalisis kinerja pemda 

dalam mengelola keuangan daerahnya ada-

lah dengan melakukan analisis rasio keu-

angan terhadap APBD yang telah ditetap-

kan dan dilaksanakannya (Halim, 2007). 

Berdasarkan latar belakang diatas 

maka hipotesis didapat sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintahan daerah dalam aspek  

desentralisasi fiskal sesudah peme-

karan  daerah. 

H2 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintahan daerah dalam aspek u-

paya fiskal sesudah pemekaran dae-

rah. 

H3 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintahan daerah dalam aspek 

kemandirian  pembiayaan sesudah 

pemekaran daerah. 

H4 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintahan daerah dalam aspek 

efisiensi penggunaan anggaran sesu-

dah pemekaran daerah. 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini digolongkan pada pe-

nelitian deskriptif kuantitatif. Dimana pe-

nelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau me-

njelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. 

Hasil penelitian dan kesimpulan yang di-

ambil semata-mata menggambarkan suatu 

gejala atau peristiwa seperti apa adanya. A-

dapun data yang digunakan adalah data 

yang berbentuk angka (data kuantitatif). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah Peme-

rintah Kabupaten/Kota di Propinsi Suma-

tera Barat. Metode sampel yang di-

gunakan adalah Purposive Sampling. Dari 

sekian banyak populasi Pemerintah Kabu-

paten/Kota di Sumatera Barat terdapat 12 

Kabupaten dan 7 Kota dan hanya 5 daerah 

yang memenuhi persyaratan untuk dilaku-

kan uji beda pada daerah pemekaran di-

antaranya:  

a. Kota Pariaman pemekaran dari Kabu-

paten Padang Pariaman 

b. Kabupaten Pasaman Barat pemekaran 

dari Kabupaten Pasaman 

c. Kabupaten Kepulauan Mentawai peme-

karan dari Kabupaten Padang Pariaman 

d. Kabupaten Dharmasraya pemekaran da-

ri Kabupaten Sijunjung 

e. Kabupaten Solok Selatan pemekaran 

dari Kabupaten Solok  

Data tentang Realisasi Anggaran Pe-

ndapatan dan Belanja Daerah (APBD) pe-

merintah Kabupaten/Kota menjadi dasar 

perhitungan kinerja keuangan untuk peri-

ode sesudah pemekaran daerah berasal dari 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepa-

la daerah setiap tahun yang ditetapkan me-

lalui Peraturan Daerah. 

 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dilihat dari cara memperolehnya, 

data ini digolongkan pada data sekunder, 

yaitu data yang diambil secara tidak lang-

sung dari sumbernya, atau data yang dipe-

roleh dari pihak lain berupa Laporan Keu-

angan Daerah. Data ini berupa laporan rea-

lisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Kabupaten dan Kota se-

Sumatera Barat. Dilihat dari segi sifatnya, 

data yang digunakan merupakan data kuan-

titatif yaitu berupa angka-angka. Berda-

sarkan waktu pengumpulannya, maka da-

lam penelitian ini data digolongkan pada 

time series-cross section (poling data), 

yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke 

waktu untuk melihat perkembangan suatu 

kejadian atau kegiatan. 

 

b.Sumber Data  

Data yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah laporan realisasi APBD 

yang berasal dari dokumen-dokumen akun-

tansi dan operasi yang dikumpulkan, di-

catat dan disimpan pada Badan Pusat Sta-

tistik Propinsi Sumatera Barat.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah te-

knik dokumentasi yaitu dengan cara men-

cari data yang diperoleh dari instansi pe-

merintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) 

Propinsi Sumatera Barat. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah kinerja keuangan pe-

merintah daerah yang mencakup beberapa 

parameter berupa rasio menurut Musgrave 

dan Abdul Halim (2001) yaitu terdapat 

pada halaman lampiran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan 

uji beda dengan uji-t dengan Independent 

Sample t-Test untuk membandingkan rata-

rata dari sampel bebas yaitu untuk melihat 

apakah berbeda atau sama pada tingkat 

α=0,1. Pada penelitian ini akan digunakan 
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uji non-parametric yaitu Kolmogorov-

Smirnov. 

 

3.7 Defenisi Opersional  

 

a.  Penilaian kinerja adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

tujuan dan sasaran yang telah diten-

tukan sebelumnya, termasuk informasi 

atas ; efisiensi penggunaan sumber da-

ya dalam menghasilkan barang dan jasa 

; kualitas barang dan jasa ; hasil kegia-

tan dibandingkan dengan maksud yang 

diinginkan dan efektivitas tindakan da-

lam mencapai tujuan. 

b.  Keuangan daerah adalah semua hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai de-

ngan uang, juga segala sesuatu, baik be-

rupa uang maupun barang, yang dapat 

dijadikan kekayaan daerah sepanjang 

belum dimiliki atau dikuasai oleh Ne-

gara atau daerah yang lebih tinggi serta 

pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Pemekaran daerah adalah pemecahan 

provinsi atau kabupaten/kota menjadi 

dua daerah atau lebih. 

d. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah, merupakan sebuah usaha meng-

identifikasi ciri-ciri keuangan ber-

dasarkan laporan keuangan yang terse-

dia. 

1) Desentralisasi Fiskal adalah ukuran 

yang menunjukkan tingkat kewe-

nangan dan tanggung jawab yang 

diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam menggali dan 

mengelola pendapatan. 

2) Upaya Fiskal adalah ukuran yang me-

nunjukkan tingkat kemampuan daerah 

dalam mencapai target pendapatan asli 

daerah. 

3) Tingkat Kemandirian Pembiayaan 

adalah ukuran yang menunjukkan sebe-

rapa jauh penerimaan yang berasal dari 

daerah dalam memnuhi kebutuhan 

daerahnya. 

4) Rasio Efisiensi Penggunaan Ang-garan 

adalah ukuran yang menun-jukkan 

tingkat efisensi dari setiap penggunaan 

uang daerah dalam membangun 

daerahnya. 

 

4. TEMUAN PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Data 

1) Desentralisasi Fiskal Sesudah 

Pemekaran Daerah 

Persentase desentralisasi fiskal meru-

pakan persentase perbandingan bagi hasl 

pajak/bukan pajak dengan total penerimaan 

daerah. Untuk mengetahui persentase pe-

nerimaan daerah, digunakan rumus berikut: 

        

 
     

                       
       

 
2) Upaya Fiskal Sesudah Pemekaran 

Daerah 

Persentase upaya fiskal merupakan 

persentase perbandingan pendapatan asli 

daerah dengan total penerimaan anggaran 

pendapatan belanja daerah. Untuk me-

ngetahui persentase pendapatan asli daerah 

terhadap total penerimaan daerah, digu-

nakan rumus berikut: 

 
                      

                     
         

3) Kemandirian Pembiayaan Sesudah 

Pemekaran Daerah  

Persentase kemandirian pembiayaan 

merupakan persentase perbandingan pen-

dapatan asli daerah dengan total penge-

luaran rutin daerah. Untuk mengetahui p-

ersentase pendapatan terhadap total pe-

ngeluaran daerah, digunakan rumus beri-

kut: 

 
   

                 
x100% 

4).Efisiensi Anggaran Sesudah 

Pemekaran Daerah 

Persentase kemandirian pembiayaan 

merupakan persentase perbandingan total 

pengeluaran lainnya dengan total belanja 

daerah. Untuk mengetahui persentase pen-
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dapatan terhadap total penerimaan daerah, 

digunakan rumus berikut: 

  
                         

                    
      

 

b. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan tabel dilampiran, nilai 

rata-rata untuk desentralisasi fiskal daerah 

lama (induk) sesudah  pemekaran daerah 

7,0067 dan daerah baru (anak) sesudah pe-

mekaran daerah adalah sebesar 6,3022. 

Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah 

pemekaran daerah lebih kecil diban-

dingkan sebelum adanya pemekaran dae-

rah dan secara keseluruhan desentralisasi 

fiskal mengalami penurunan sesudah pe-

mekaran daerah. 

Nilai rata-rata untuk upaya fiskal 

daerah lama sesudah pemekaran daerah 

adalah 2,8627 dan nilai rata-rata daerah 

baru sesudah adanya pemekaran daerah 

adalah sebesar 15,4189. Dari hasil tersebut 

berarti rata-rata sesudah pemekaran daerah 

lebih besar dibandingkan sebelum adanya 

pemekaran daerah dan secara keseluruhan 

upaya fiskal mengalami kenaikan sesudah 

pemekaran daerah. 

Untuk kemandirian pembiayaan nilai 

rata-rata daerah lama sesudah pemekaran 

daerah adalah 4,6873 dan nilai rata-rata 

daerah baru sesudah pemekaran daerah 

adalah sebesar 38,1651. Dari hasil tersebut 

berarti rata-rata sesudah pemekaran daerah 

lebih besar dibandingkan sebelum adanya 

pemekaran daerah dan secara keseluruhan 

kemandirian pembiayaan mengalami ke-

naikan sesudah pemekaran daerah. 

Nilai rata-rata untuk efisiensi ang-

garan daerah lama sesudah pemekaran 

daerah adalah 2,5501 dan nilai rata-rata 

daerah baru sesudah adanya pemekaran 

daerah adalah sebesar 1,8092. Dari hasil 

tersebut berarti rata-rata sesudah peme-

karan daerah lebih kecil dibandingkan 

sebelum adanya pemekaran daerah dan 

secara keseluruhan upaya fiskal mengalami 

penurunan sesudah pemekaran daerah. 

 

 

c.  Pengujian Hipotesis 

1)  Hipotesis Pertama 

Tabel 3 menggambarkan hasil uji st-

atistik desentralisasi fiskal. Dari tabel ter-

sebut dapat dilihat nilai rata-rata (Mean) 

dari desentralisasi fiskal daerah lama sesu-

dah pemekaran daerah adalah sebesar 

7,0067 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-

rata (Mean) daerah baru sesudah pemeka-

ran daerah yaitu sebesar 6,3022. Perbedaan 

ini dijabarkan dalam lampiran independent 

sample test. 

Tabel menjelaskan hasil uji t desen-

tralisasi fiskal. Disamping itu terdapat pe-

bedaan (mean) sebesar 0,71. Ini berarti 

rata-rata desentralisasi fiskal  daerah lama 

sesudah pemekaran daerah lebih tinggi 

dibandingkan daerah baru sesudah pe-

mekaran daerah. Perbedaan sebesar 0,71 

tersebut mempunyai range antara lower 

(batas bawah) sebesar -2,417 sampai upper 

(batas atas) sebesar  4,590. 

Hipotesis pertama dalam penelitian 

ini adalah bahwa tidak terdapat perbedaan 

antara daerah lama dengan daerah baru 

sesudah pemekaran daerah. Dari hasil 

statistik diketahui bahwa t hitung 0,520 

dan prob-value 0,291 > tingkat signifikan 

0,1 maka Ho diterima, sehingga dapat di-

simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

antara desentralisasi fiskal kabupaten lama 

dengan daerah baru hasil pemekaran. 

 

2) Hipotesis Kedua 

Tabel 4 menggambarkan hasil uji s-

tatistik upaya fiskal. Dari tabel tersebut da-

pat dilihat nilai rata-rata (Mean) dari upaya 

fiskal daerah lama adalah sebesar 2,86 le-

bih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

(Mean) sesudah pemekaran daerah yaitu 

sebesar 15,42. Perbedaan ini dijabarkan da-

lam tabel dilampiran. 

Tabel ini menjelaskan hasil uji t 

upaya fiskal. Disamping itu terdapat per-

bedaan (mean) sebesar -12,556. Ini berarti 

rata-rata upaya fiskal  daerah lama  lebih 

rendah dibandingkan sesudah pemekaran 

daerah. Perbedaan sebesar -12,556 tersebut 
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mempunyai range antara lower (batas ba-

wah) sebesar -25,544 sampai upper (batas 

atas) sebesar 0,432. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini 

adalah bahwa terdapat perbedaan antara 

daerah lama dengan daerah baru sesudah 

pemekaran daerah. Dari hasil statistik 

diketahui bahwa t hitung -1,621 dan prob-

value 0, 007 < tingkat signifikan 0,1 maka 

Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan antara upaya fis-

kal daerah lama dengan daerah baru sesu-

dah adanya pemekaran daerah. 

 

3) Hipotesis Ketiga 

Tabel 5 menggambarkan hasil uji s-

tatistik kemandirian pembiayaan. Dari ta-

bel tersebut dapat dilihat nilai rata-rata 

(Mean) dari kemandirian pembiayaan dae-

rah lama pemekaran daerah adalah se-besar 

4,69 lebih rendah dibandingkan nilai rata-

rata (Mean) daerah baru sesudah peme-

karan daerah yaitu sebesar 38,17. Perbe-

daan ini dijabarkan dalam tabel pada lam-

piran. 

Tabel ini menjelaskan hasil uji t ke-

mandirian pembiayaan. Disamping itu 

terdapat perbedaan (mean) sebesar -

3.3477. Ini berarti rata-rata kemandirian 

pembiayaan daerah lama pemekaran dae-

rah lebih rendah dibandingkan daerah baru 

sesudah pemekaran daerah. Perbedaan se-

besar -33.478 tersebut mempunyai range 

antara lower (batas bawah) sebesar -80,921 

sampai upper (batas atas) sebesar 13,966. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah bahwa terdapat perbedaan antara 

daerah lama dengan daerah baru sesudah 

pemekaran daerah. Dari hasil statistik dike-

tahui bahwa t hitung -1,184 dan prob-value 

0,032 < tingkat signifikan 0,1 maka Ho 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara kemandirian 

pembiayaan daerah lama dan daerah baru 

sesudah adanya pemekaran daerah. 

 

4) Hipotesis Keempat 
Tabel 6 menggambarkan hasil uji s-

tatistik efisiensi anggaran. Dari tabel ter-

sebut dapat dilihat nilai rata-rata (Mean) 

dari efisiensi anggaran daerah lama sesu-

dah pemekaran daerah adalah sebesar 2,55 

lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 

(Mean) daerah baru sesudah peme-karan 

daerah yaitu sebesar 1,81 Perbedaan ini 

dijabarkan dalam tabel lampiran. 

Tabel ini menjelaskan hasil uji t 

efisiensi anggaran. Disamping itu terdapat 

perbedaan (mean) sebesar 0,741. Ini berarti 

rata-rata efisiensi anggaran daerah lama 

lebih tinggi dibandingkan daerah baru se-

sudah pemekaran daerah. Perbedaan se-

besar 0,741 tersebut mempunyai range an-

tara lower (batasbawah) sebesar -0,732 

sampai upper (batas atas) sebesar 2,213.  

Hipotesis keempat dalam penelitian 

ini adalah bahwa tidak terdapat perbedaan 

antara daerah lama dengan daerah baru se-

sudah pemekaran daerah. Dari hasil sta-

tistik diketahui bahwa t hitung 0,844 dan 

prob-value 0,469 > tingkat signifikan 0,1 

maka Ho diterima, sehingga dapat disim-

pulkan bahwa tidak terdapat perbedaan an-

tara efisiensi anggaran daerah lama dan da-

erah baru sesudah adanya pemekaran dae-

rah. 

 

d. Pembahasan  

1) Perbedaan Desentralisasi Fiskal 

Sebelum dan Sesudah Pemekaran 

Daerah 

Dari deskripsi data penelitian nilai 

rata-rata (mean) desentralisasi fiskal dae-

rah baru sesudah adanya pemekaran daerah 

lebih kecil dibandingkan rata-rata (mean)  

daerah lama sesudah pemekaran daerah. 

Hal ini menunjukkan desentralisasi fiskal 

mengalami penurunan sesudah pemekaran 

daerah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 

dalam aspek  desentralisai fiskal sesudah 

pemekaran daerah. Berdasarkan hasil pe-

ngujian hipotesis ditemukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara rata-rata desen-

tralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah, 

artinya hipotesis yang pertama ini ditolak.  

Desentralisasi menurut Undang-un-

dang 32 tahun 2004 adalah penyerahan we-
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wenang pemerintahan oleh Pemerintah ke-

pada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sis-

tem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desentralisasi dapat diukur dengan meng-

gunakan rumus Bagi Hasil Pajak/Bukan Pa-

jak (BHPBP) dibagi dengan Total Penerima-

an Daerah (TPD).  

Dari laporan realisasi penerimaan 

daerah Kabupaten/Kota, perkembangan jum-

lah desentralisasi fiskal cenderung menga-

lami peningkatan setiap tahun sesudah peme-

karan daerah. Dilihat dari penelitian ter-da-

hulu yang dilakukan Dwirandra (2006), 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio 

kemandirian keuangan daerah berarti ting-

kat ketergantungan daerah terhadap ban-

tuan pihak ekstern (terutama pemerintah 

pusat dan pemerintah propinsi) semakin 

rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio 

ini juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat daalam pembangunan daerah. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin 

tinggi partisipasi masyarakat dalam mem-

bayar pajak dan retribusi daerah yang me-

rupakan komponen PAD. 

Hal ini menunjukkan rendahnya 

tingkat kemampuan keuangan pada hampir 

keseluruhan pemerintahan kabupaten dan 

kota di Sumatera Barat dalam membiayai 

sendiri kegiatan kepemerintahan, pemba-

ngunan, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak 

ada peningkatan secara signifikan dalam 

hal partisipasi masyarakat dalam pemba-

ngunan daerah, yaitu dalam hal pemba-

yaran pajak dan retribusi yang merupakan 

komponen utama PAD. 

 

2) Perbedaan Upaya Fiskal Sebelum 

dan Sesudah Pemekaran Daerah 
Penelitian ini menunjukkan tingkat 

kemampuan daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Berda-

sarkan hasil penelitian bahwa terdapat per-

bedaan kinerja pemerintah daerah dalam 

aspek upaya fiskal sesudah pemekaran dae-

rah. 

Menurut Halim (2007) upaya fiskal 

ini memperlihatkan tingkat dari kemampu-

an daerah dalam mencapai target dari pen-

dapatan asli daerahnya. Pendapatan asli 

daerah merupakan sumber pendapatan dae-

rah yang secara bebas dapat digunakan 

oleh masing-masing daerah untuk menye-

lenggarakan pemerintahan dan pembang-

unan daerah. Untuk mengurangi keter-

gantungan kepada pemerintah pusat, peme-

rintah daerah perlu berusaha meningkatkan 

PAD yang salah satunya dengan peng-

galian potensi daerah. Pendapatan Asli da-

erah diperoleh dari salah satunya melalui 

pajak daerah. 
 Dari laporan realisasi penerimaan 

daerah Kabupaten/Kota, perkembangan jum-

lah upaya fiskal cenderung mengalami peni-

ngkatan setiap tahun, baik daerah lama 

maupun daerah baru sesudah pemekaran 

daerah. Hal ini kemungkinan karena Suma-

tera Barat memiliki potensi ekonomi yang 

cukup banyak seperti sektor industri, pari-

wisata, pertambangan yang mana dari ber-

bagai sektor tersebut dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Menurut peneliti, Pajak daerah sa-

ngat berpengaruh besar terhadap peningka-

tan pendapatan asli daerah, apabila  pa-jak 

dipungut dengan benar kepada masyarakat, 

maka pendapatan asli daerah akan mening-

kat. 
 

3) Perbedaan Kemandirian Pembiayaan 

Sebelum dan Sesudah Pemekaran 

Daerah 

Dari deskriptif data penelitian, nilai 

rata-rata (mean) kemandirian pembiayaan 

daerah baru pemekaran daerah lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) sebe-

lum pemekaran daerah. Hal ini menun-

jukkan kemandirian pembiayaan menga-

lami kenaikan sesudah pemekaran daerah. 

Berdasarkan hasil pengujian hipo-

tesis terhadap kemandirian pembiayaan se-

lama periode penelitian menggukan uji 

beda dengan independent  sample t-test, 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kinerja keuangan pemerintah dalam aspek 

kemandirian pembiayaan sesudah peme-

karan daerah. Berdasarkan beberapa kri-

teria dalam menentukan apakah terdapat 

atau tidaknya perbedaan kemandirian pem-
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biayaan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah sebelum dan sesudah pemekaran 

daerah, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hipotesis ketiga ini diterima.  
Dari hasil laporan realisasi penerimaan 

pemerintah kabupaten/kota di Sumatera B-

arat, perkembangan jumlah kemandirian 

pembiayaan mengalami peningkatan setiap 

tahun. Rata-rata penerimaan kemandirian pe-

mbiayaan kabupaten/kota sesudah peme-

karan daerah. 
Hal ini menunjukkan bahwa pene-

rimaan kemandirian pembiayaan Kabu-

paten/Kota di Sumatera barat sesudah pe-

mekaran daerah lebih tinggi. Angka ke-

naikan yang tinggi tersebut menunjukkan 

bahwa dengan adanya pemekaran daerah 

kemandirian pembiayaan memberikan su-

mbangan yang cukup besar terhadap 

pendapatan daerah kabupaten/kota di Su-

matera Barat. 

Kemandirian keuangan daerah ditun-

jukkan oleh besar kecilnya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan 

pengeluaran rutin daerah yang berasal dari 

sumber lain, misalnya bantuan pemerintah 

pusat ataupun dari pinjaman. Rasio keman-

dirian bertujuan untuk menggambarkan ke-

tergantungan daerah terhdap sumber dana 

eksternal dan menggambarkan tingkat par-

tisipasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah (Halim, 2007). 
 

4) Perbedaan Efisiensi Anggaran 

Sesudah Pemekaran Daerah 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintah dalam aspek efisiensi anggaran 

sesudah pemekaran daerah. Dari deskripsi 

data penelitian, nilai rata-rata (mean) efi-

siensi anggaran sesudah pemekaran daerah 

lebih kecil dibandingkan rata-rata (mean) 

sebelum pemekaran daerah. Hal ini menun-

jukkan efisiensi anggaran mengalami penu-

runan sesudah pemekaran daerah. 

Dari deskriptif data penelitian, nilai 

rata-rata (mean) efisiensi anggaran sesudah 

pemekaran daerah lebih kecil dibanding-

kan nilai rata-rata (mean) sesudah peme-

karan daerah. Hal ini menunjukkan keman-

dirian pembiayaan mengalami penurunan 

sesudah pemekaran daerah. Hal ini kemu-

ngkinan disebabkan karena pengeluaran 

untuk belanja daerah lebih besar dari ang-

garan yang terdia untuk belanja daerah. 

Menurut Halim (2007) efisiensi 

adalah rasio yang menggambarkan per-

bandingan antara besarnya biaya yang di-

keluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. 

APBD merupakan instrumen yang akan 

menjamin terciptanya disiplin dalam pro-

ses pengambilan keputusan terkait dengan 

kebijakan pendapatan maupun belanja dae-

rah (Yani, 2009).   

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan 

analisis statistik yang telah diuraikan sebe-

lumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keu-

angan pemerintah daerah dalam as-pek 

desentralisasi fiskal sesudah peme-

karan daerah. 

2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintah daerah dalam aspek upaya 

fiskal sesudah pemekaran daerah. 

3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintah daerah dalam aspek ke-

mandirian pembiayaan sesudah peme-

karan daerah. 

4. Tidak terdapat perbedaan kinerja ke-

uangan pemerintah daerah dalam as-

pek efisiensi anggaran sesudah peme-

karan daerah. 

 

b. Keterbatasan Penelitian 

 Meskipun peneliti telah berusaha meran-

cang dan mengembangkan penelitian sede-

mikian rupa, namun masih terdapat keter-

batasan dalam penelitian yang masih perlu 

direvisi pada penelitian selanjutnya, antara 

lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan selama 

periode 5 tahun, karena rentang waktu 

yang terbatas maka penelitian ini 

kurang dapat digeneralisasi. 

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada 

pemerintah Kabupaten dan Kota di Su-
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matera Barat, jadi belum terlihat se-

cara menyeluruh kinerja keuangan pe-

merintah daerah secara luas. 

3. Penelitian ini masih terbatas pada 

empat variabel penelitian yaitu de-

sentralisasi fiskal, upaya fiskal, ke-

mandirian pembiayaan, efisiensi ang-

garan saja. 

 

 

c.  Saran  

Adapun saran-saran yang dapat 

peneliti berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah, agar pemerintah 

daerah mengevaluasi kinerja peme-

rintahannya sehingga dapat mening-

katkan pendapatan daerah, salah sa-

tunya melalui pemungutan pajak dae-

rah dan retribusi daerah. Dilihat dari 

hasil penelitian, bahwa dengan adanya 

daerah yang melakukan pemekaran, 

daerah tersebut belum mampu untuk 

mencapai sasarn yang diharapkan agar 

kinerja pemerintah itu lebih bagus. 

2. Perlu dilakukan pengawasan yang 

lebih baik, dan penerapan kebijakan 

serta kewenangan yang lebih jelas. 

3. Pemerintah harus lebih cermat dalam 

meng-anggarkan berapa besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk mereali-

sasikan seluruh pendapatan yang di-

terimanya sehingga dapat diketahui a-

pakah kegiatan pemungutan pen-

dapatannya efisien atau tidak. Hal ter-

sebut perlu dilakukan karena mes-

kipun pemerintah daerah berhasil 

merealisasikan penerimaan pendapa-

tan sesuai dengan target yang dite-

tapkan, namun keberhasilan tersebut 

kurang memiliki arti apabila ternyata 

biaya yang dikeluarkan untuk merea-

lisasikan target penerimaan penda-

patannya lebih besar dari pada reali-

sasi pendapatan yang diterimanya. 

4. Kebijakan pada bidang keuangan 

daerah perlu dilakukan dalam upaya 

menunjang kesinambungan pemba-

ngunan dengan meningkatkan kemam-

puan pengelolaan dan sumber  keua-

ngan yang handal, efektif, dan efisien. 

Kebijakan ini dilaksanakan untuk 

mendukung pemerataan pembangunan 

dan menjaga stabilitas ekonomi. 

5. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat mela-

kukan perluasan tempat dan waktu 

penelitian, serta dengan menggunakan 

alat pengukuran/rasio lainnya sebagai 

alat analisis kinerja keuangan peme-

rintah daerah. 
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LAMPIRAN 

Tabel 1 : Variabel Penelitian 
N

o. 

Varia

bel 

Peneli

tian  

Defenisi Operasional Pengu

kuran 

1 Desent

ralisasi 

Fiskal 

Ukuran yang menu-

njukkan tingkat kewe-

nangan dan tanggung 

jawab yang diberikan 

pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam 

menggali dan mengelola 

pendapatan.  

      
   

 

2 Upaya 

Fiskal 

Ukuran yang menu-

njukkan tingkat kemam-

puan daerah dalam men-

capai target pendapatan 

asli daerah 

   
       

 

 

3 Tingka

t  

Keman

dirian 

Pembi

ayaan 

Ukuran yang menunjuk-

kan seberapa jauh pene-

rimaan yang berasal dari 

daerah dalam memenuhi 

kebutuhan daerahnya. 

 

 

   

  
 

4 Efisien

si Pe-

nggun

aan 

Angga

ran 

Ukuran yang menun-

jukkan tingkat efisensi 

dari setiap penggunaan 

uang daerah dalam 

membangun daerahnya. 

   

   
 

Keterangan : 

a. PAD :  Pendapatan Asli Daerah 

b. TPD :  Total Penerimaan Daerah 

c. TP APBD : Total Penerimaan Anggaran 

Pendapatan Belanja  Daerah 

d. TPL : Total Pengeluaran Lainnya 

e. TBD : Total Belanja Daerah 

f. KP : Pengeluaran Rutin 

 

A. Statistik deskriptif 

                       Tabel 2 

Descriptive Statistics 

 

N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

DF_D.LAMA 25 2.51 50.42 7.0067 9.69625 

DF_D.BARU 25 .29 15.28 6.3022 3.82443 

UF_D.LAMA 25 .85 6.33 2.8627 1.36596 

UF_D.BARU 25 1.63 176.81 15.4189 38.69443 

KF_D.LAMA 25 1.26 8.75 4.6873 1.66862 

KF_D.BARU 25 1.68 712.40 38.1651 141.42515 

EA_D.LAMA 25 .20 19.94 2.5501 3.86653 

EA_D.BARU 25 .04 8.32 1.8092 2.07817 

Valid N (listwise) 25 
    

 

 

B. Hasil Uji Beda 

1. Desentralisasi Fiskal  

                           Tabel 3 

Group Statistics 

 

Daerah  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Desentralis

asi Fiskal 

Daerah 

Lama 
25 7.01 9.696 1.939 

Daerah Baru 25 5.92 3.883 .777 
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Independent Samples Test 

   
Desentralisasi Fiskal 

   
Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

F 1.142 
 

Sig. 
.291 

 

t-test for Equality 

of Means 

t .520 .520 

df 48 31.504 

Sig. (2-tailed) .605 .607 

Mean Difference 1.087 1.087 

Std. Error Difference 2.089 2.089 

90% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -2.417 -2.453 

Upper 

4.590 4.627 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 

 

2. Upaya Fiskal 

                      Tabel 4 

Group Statistics 

 

Daerah  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Upaya 

Fiskal 

Daerah 

Lama 
25 2.86 1.366 .273 

Daerah 

Baru 
25 15.42 38.694 7.739 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Upaya Fiskal 

   
Equal 

variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

F 7.874 
 

Sig. 
.007 

 

t-test for 

Equality of 

Means 

t -1.621 -1.621 

df 48 24.060 

Sig. (2-tailed) .111 .118 

Mean Difference -12.556 -12.556 

Std. Error Difference 7.744 7.744 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -25.544 -25.803 

Upper 
.432 .691 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 

 

3. Kemandirian Pembiayaan 

                           Tabel 5 

Group Statistics 

 

Daerah N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kemandirian 

Fiskal 

Daerah 

Lama 
25 4.69 1.669 .334 

Daerah 

Baru 
25 38.17 141.425 28.285 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

Independent Samples Test 

   
Kemandirian Fiskal 

   
Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

F 4.851 
 

Sig. 
.032 

 

t-test for Equality 

of Means 

t -1.184 -1.184 

df 48 24.007 

Sig. (2-tailed) .242 .248 

Mean Difference -33.478 -33.478 

Std. Error Difference 28.287 28.287 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -80.921 -81.873 

Upper 
13.966 14.917 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 

4. Efisiensi Anggaran 

                            Tabel 6 

Group Statistics 

 

Daerah N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Efisiensi 

Anggaran 

Daerah 

Lama 
25 2.55 3.867 .773 

Daerah 

Baru 
25 1.81 2.078 .416 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

   
Efisiensi Anggaran 

   
Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

F .534 
 

Sig. 

.469 

 

t-test for 

Equality of 

Means 

t .844 .844 

df 48 36.798 

Sig. (2-tailed) .403 .404 

Mean Difference .741 .741 

Std. Error Difference .878 .878 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -.732 -.740 

Upper 
2.213 2.222 

Sumber: Data Olahan SPSS 

 


